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ABSTRACT

The formutatbn of Middte Term of Devetopment and lnvestment fuqnm on lnfnstructure
(R,PJM) PU Cipta Karya rceded the priority Dase on the main pmnem and jssues. Ihe
Govemment of Pemalang Regency must determine the stntegy bise on thair bcat Wtency.
RlP.,!!l tb q s9t of prq'a,m that included all the availabte sector in the tietd nnposed of tie
public work like the water delivery system, the buMing arangament aN the'envirwrment,
sanitatiott of the settlement environment. The deve@ment prosesses must M support with
capacity of institutional ananggement and the locat finance. Itre sef of the RtpJM sn6in be the
bridg@ to faca the Melanium Devetopmenl Goa/s (MDGs).

Key wotds: Middle Term Af Devebpment aN tnvestment Prognm On lnfnstruRur (RtpJM),
Pemalang Locat Sfafe, fuidging rlfDGs

PENDAHULUAN RTPJM PU/O|PTA KARYA merupakan
rencana program investasi pembangunan

MGDs dideklarasikan oleh 189 negara langka menengah bidang PU/Ciptakarya.
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa FbB) Penyusunan program progcm investasi
pada bulan September 2000. Deklarasi pembangunan untuk sektor sarana dan
tersebut menyatakan batma Negara-negara prasarana permukiman (k*c{pta karya-an)
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa paOa sangat relevan dengan butir{utir pada trarget
tahun 2015 akan mencapai I (detapan) ke 7, yang mentargetkan pada tahun 2015
target: harus mengurangi separuh dari proporsi
1. Menanggulangi kemiskinan dan penduduk yang tidak menriliki akses

kelaparan, terhadap air minum dan meningkatkan
2. Memenuhi pendidikan dasar untuk kehidupan di kawasan kumuh melalui

semua, peningkatan sanitasiyang baik.
3. Mendorong kesetaraan jender &

pemhrdayaan perempuan,
4. Menurunkan angka kematian balita,
5. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu

rnelahirkan,
6. Mernerangi HIWAIDS, malaria dan

penyakit menular lain,
7. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan

hidup,
8. Mengembangkan kemitraan global untuk

pembangunan,
Dalam target ke 7 dijabarkan lebih lanjut'ke dalam 3 (tiga) bitir, yaitu: ili

mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelaniutan ke dalam kebijakan dan
program-program di tingkat nasional serta
mengurangi perusakan sumber daya alam.
(2) mengurangi sampai setengah jumlah
penduduk yang tidak menriliki akses kepada
air bersih yang layak minum, dan (3) berhasil
meningkatkan kehidupan setidaknya 100 juta
penghuni kawasan kumuh pada tahun 2020.

Lebih jauh Tujuan penyiapan Rencana
Program lnvestiasi Jangka Menengah
Bidang Cipta Karya adalah untuk mendorong
tenrujudnya kemandirian daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan kawasan
perkotaan dan perdesaan yang
berkelanjutan serta terintegrasi dalam
pengembangan wilayah dalam r:angka
mengembangkan kehidupan sosial yang adil
dan demokratis, atnan, damai serta
kehidupan ekonomi nasional yang lebih
sejahtera.

Selain itu penyiapan RplJ[4 Bidang
Cipta Karya adalah dalam rangka
meningkatkan kerjasama penrerintah pusat,
pemerintah daerah, masyarakat dan swasta
yang lebih sinergis dan sistematis. Tidak
hanya itu, RPIJM Bidang Cipta Karya iuga
merupakan tindak laniut dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 20052009.
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MUATAN DOKUHEil RIPJTI BIDAI{G
CIPTAKARYA KABUPATEN
PETAI-^ANG

' Rencana investasi program
pembangunan jangka menengah s€cara
menyeluruh mernuat tentang arah dan
rencana pembangunan bidang
Pu/Ciptakarya untuk jangka waktu
menengah selama 5 tahun. RIPJM
merupakan dokumen panduan perencanaan
pernbangunan samna dan prasarana bidang
Pu/Ciptakarya, yang tersusun secara
terpadu, sinergis dengan
mernpertimbangkan berbagai aspek terkait
dengan stakeholder pernbangunan.

RIPJM dapat dipandang sebagai upaya
untuk menyatukan kembali fungsi fungsi
pengelolaan dan manaiemen pembangunan
prasarana dan sarana perkotaan dalam
kerangka konsep yang rnemadukan berbagai
komponen unsur perencanaan antara
kebutuhan teknis teknologi, kebutuhan
pembiayaan, kesatuan gerak aktor yang
terlibat serta proses perencanaan
pembangunan.

Secara umum RIPJM rnerupakan
Dokumen/buku perencanaan yang mernuat
berbagai substansi permasalahan
perencanaan pembangunan bidang
Pu/Ciptakarya sebagai berikut:
1. Kondisi umum Kabupatenlkota yang

menjelaskan profil geografi dan profil
demografi, profil ekonorni, prcfil sosial
budaya. Dan gambaran umum kondisi
prasarana Bidang PU/Cipta Karya
meliputi sub-bidang air minum, sampah,
air limbah, drainase, tata bangunan
lingkungan, dan pengembangan
permukiman.

2. lGjian Dokumen Rencana Tata Ruang
yang mengkaji rencana pembangunan
yang menjelaskan tentang strategi,
skenario pengembangan wilayah dan
strategi pembangunan perkotaan.

3. Kajian rencana program 'investasi

ma$ng{na$ng sub bidang
lzaainl alzaataan rn alinr rfi'
l\\.'\.rlyrgll\rtIl t 

(llJl I I I I \rllFrrrtl.

. Rencana pengembangan
permukiman;

o Rencana investasi penataan
bangunan dan lingkungan;

. Rencana investiasi air lirnbah,
Rencana investasi persarn pahan ;

. Rencana investasi drainase; dan
o *encana investasi air minurn.

Hryono
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Masing-masing rencana investasi sub
bidang berisi uraian mengenai kondisi
umum, permasalahan, tujuan dan
sasaran, usulan program dan asumsi
waktu pelaksanaan serta pembiayaan.

4. lGiian mengenai petuniuk unum
meliputi penielasan prinsiparinsip dasar
safeguard, lingkup kerangka safeguard,
meliputi komponen sosial, kmrponen
lingkungan dan pembiayaan. lGjian
menielaskan pula mengenai metode
pendugaan dampak meliputi pendugaan
dampak soial dan dampak lirqkurlgan.

5. Kajian mengeffli petunjuk umum dan
penjelasan komponen penerimaan
daerah serta komponen pembiayaan.
Telaah meliputi analisis keuangan,
analisisi tingkat ketersediaan dana, serta
rencana pembiayaan prograrn. Dan
petunjuk umum rencena peningkatan
pendanaan.

6. Kajian mer€end petunjuk urnutn,
kondisi kelembagaan pengelola sarana
dan prasarana keciptakaryaan di daerah.
Selanjutnya bab ini menguraikan analisis
permasalahan kelembagaan berikut
rekomendasi rencana tindakan
peningkatan kebm bagaan.

7. Konsep dan strategi pengembangan
wilayah; skenario pernbangunan
infrasfiruktur Bidang PU/Cipta Karya;
ringkasan program investasi
infrastruktur. Terakhir bab ini
menguraikan mengenai pengaturan dan
mekanisme pelaksanaan rencana
kesepakatan (memorandurn) rencana
investasi.

P E RTNASAI-AHAN STRATEG IS
INFRASTRUKTUR BIDANG
CIPTAI(ARYA KABUPATEN PETiAL/N\IG

Dalarn rangka pe;lingkatan Standar
Pelayanan Minimum bidang PU khususnya
Cipta Karya, Pemerintah lGbupaten
Pemalang telah melaksanakan
pembangunan sarana dan prasarana dalam
rangka peningkatan kua{itas dan kuantitas
pelayanan yang telah disesuaikan dengan
Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang
Tahun 2007-2026.

Untuk 5 tahun kedepan maka perlu
ditingkatkan investasi di bidang
pengembangan permukiman, penataan
bangunan dan lingkungan, drainase, air
limbah, air minum, dan persampahan serta
perlu merinci pendanaan yang dibutuhkan
pada setiap kegiatannya yang dituangkan
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dalan rencana program investiasi jangka
menengah (RPIJM).

Hal-hal yang perlu dikenrukakan
mengenai permasalahan strategsi terkait
dengan struktur penduduk, kondisi
perekorxlmian, kondisi kemasyarakatan
sebaga dasar Frumusan program adalah. Struktur penduduk piramida (banyak usia

tertanggung). struktur Ekonomi ditandai dengan
kegiatan utmra penopang perekonomian
adalah bidang pertanian, sementara
pada kawasan kota pernalang kegiatan
utama adalah bidang kepemerintiahan. Kondisi Sosio budaya menuniukkan
bahwa masyarakat secarEl umum sulit
mengikuti perksnbangan dengan tingkat
pendidikan mayoritas SD. Konteks Masyarakat sipil menunjukkan
adannya pergeseran panutan sehingga
upaya rnenggerakan partisipasi
masyarakat tidak dapat sekedar bertumpu
pada tokok masyarakat desa.

$ernentara itu HaLhal yeng perlu
dikemukakan berkaitan dengan
perrnasalahan strategis infrastruHur bidang
cipta karya adalah sebagai berikut. Cakupan air minum pada saat ini berada

dalam kategori terendah No T
dibandingkan dengan wilayah prwinsi
Jawa Tengah, dimana pelayanannya
kurang dari 50o/o. Pada saat ini, Umur teknis TPA sudah
habis. Kondisi Air limbah belum tertangani
secara terpadu, terprogram. Kondisi Saluruan Dnainase secara umum
dalarn keadaan stagnan

' Pada bidang perurnahan terdapat kondisi
dimana masih sangat banyak keluarga
yang belum memiliki rumah sehat. dan
layak huni.

PERTASATAHAN PE TBIAYAAN
DAERAH DALAT PEIiBANGUNAN
INFRASKTRUKTUR DI KABUPATEN
PETALANG

Pembiayaan (financing) adalah seluruh
transaksi keuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang
perlu dibayar atau akan diterima kernbali,
yang dalam penganggaran pemerintah
terutmra dimaksudkan untuk menutup defisit
dan atau mernanfaatkan surplus anggaran.
Penerimain penrbiayaan antara lain dapat
berasal dari pinjam?r, dan hasil divestasi.
Sementara, pengeluaran pembiayaan antara
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lain digunakan untuk p€rnbayaran kernbari
pokok pinjandr, pemberian pinjanan
kepada entitas lain, dan penyertaan modal 

,

oleh pernerintah.
Penerimaan pembiayaan adalah semua

penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah antara lain berasal dari
penerimaan pinjmran, penjualan oHigasi
pemerintah, hasil privatisasi perusahaan
negara/daerah, penerimaan kembali
pinjanan yang diberikan kepada fihak ketiga,
penjualan invctasi permanen lainnya, dan
pencairan dana cadangan.

TABEL T

PE1ISAYAAH OAERAH XABUPATEH PEIIALAIIG TATIUH AF7.

l.hfian Jumlah (Rpidr)

Penerirnun Pembiayarn 89.017.553.799

Pen je turrtn Pc rnbiayran 17,368.J18-186

PfiAEHYAAH 71.6.19.235.013
urnbss BaoCIedt Xrt' Fern*en

Penerimaan pembiayffin tGbupaten
Pemalang pada tahun Z00T sebesar Rp.
89.017.553.799 yang berasal dari Rp.
82.073.553.799 berupa sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya,
Rp. 2.ffi7.000.000 penerimaan pinjaman
daerah, Rp. 4.077.000.000 penerimaan
kern bali pemberian pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan
daerah berasal dari Rp. 2.S00.000.000
pembentukan dana cadangan; Rp.
8. 500.000.000 penyertaan modal pemerintah
daerah, Rp. 3.501 .318.180 pembayaran
pokd( utang, Rp. 2.ffi7.000,000 pemberian
pinjaman daerah.

Permasalahan utama pada kondisi
keuangan Pemerintah Kabupaten
Temanggung adalah pada upaya
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (pAD),
permasalahan yang masih dijumpai adalah:
a. Kecilnya potensi PAD, yang

menyebabkan ketergantungan
'Pemerintah Daerah kepada Dana
Perimbangan.

b Ferlu upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
dengan memperhatikan keseimbangan
dengan potensi yang ada

c. Perlu adanya upaya penggalian sumber-
sumber pendapatan daerah yang baru
denggn tetap memperhatikan
kemampuan masyarakat dan potensi
yang ada serta tidak rnemberatkan dunia
usaha dan masyarakat.



d. Dalam hal palayanan perlu ditunpuh
melalui penyederhanaan sistern dan
proeedur administraai paiak dan retribusi
daerah serta meningletkan ketraatan
waiib paiak dan pernbayar rebibusi
daerah.
Kemmtpuan keuangan daerah

Kabupaten Pemalang untuk mendukung
pembangunan didasarkan pada skala
priorltas pembangunan yang mendesak
untuk meningkatkan kesqiahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat. Dukungan
dana melalui berbagai sumber p€ndanaan,
seperti: DAU dan DAK masih sangat
dibutuhkan Kabupaten Pemalang. Selain itu
peningkatan PAD perlu ditingkatkan mdalui
optimalisasi pendapatan yang ada selama ini
dan pengawasan, seperti. retribusi parkir,
kebersihan dll serta peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.
Manajemen belanja dearah harus mengacu
kepada prinsip transparan dan akuntabilitas,
disiplin anggaran, keadilan an(Kpran serta
efisiensi dan efektifitas anggaran seperti
dalam manaiernen pendapatan daerah.
Peningkatan pendapatan daerah dapat
diperoleh mdalui:r Penerimaan pinjaman

r Peniualan obligasi pernerintah
daerahr Hasil privatisasi perusahaan
daerahr Penerimaan kernbali pinjaman
yang diberikan pihak ketiga

r Penjualan investasi permanen
r Pencairan dana cadangan

PE RilIASALA}IAN KELE MBAGAAT.I
DAERAH DAI.AT PEHBANGUilAN
INFRASKTRUKTUR DI KABUPATEN
PEMAI.ATTIG

Pada era pasca krisis ini, reformasi
lembaga pemerintahan pusat dan daerah
mengalami tantrangan yang berat. Di satu sisi
pemerintah sebagai penyelenggara negarEl
dituntut untuk melakukan bansformasi
internal agar lebih adaptif terhadap
kebutuhan globalisasi, dengan tetap
mengedepankan aspek akuntabilitas,
tranryaransi, dan profesionalisrne, rumun di
pihak lain yang bersangkutan masih
mengalami permasalahan keterbatasan
sumber daya yang tersedia.

Dalanr kenangka inilah rnaka
pelaksarlaan implalentasi e-government
kerap mengdmti kendala di lapangan
sehingga banyak inisiatifnya yang berjalan

flttyrotto
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s€cara lambat dan tersendat-sendat.
Berermin pada keberhasilan seiumlah
pengembangan sgovemment di negane lain,
salah aatu jawaban terhadap isu terkait
adalah dijalinnya ksnitraan etnategis antara
pemedntah dan industri dan swasta dalam
merencanakan dan meng€rnbangkan
berbagai inisiatif e-gorefiunent.

Kernitraan yang tangguh tidak saia akan
dapat menjauab tantangan jangka pendek
lmplstrentasi sgsremment semata, nenun
dapat menimtin tingginya tingkat
sustain*ilitas dan kesinarnbungan progrem
yang da, Tantangan terbesar dalam proses
menialin kernitraan ini adalah dilsnukannya
model bisnis yang disepakati oleh kedua
belah pihak.

Penentuan model bisnis yang dimaksud
tidaklah semudah yang diduga, karena selain
harus bersifat \rin*in' bagi kedua belah
pihak, bentuknya tidak boleh bertentangen
dengan peraturan maupun etika bisnis dan
pemerintahan yang beFlaku. Bagian ini
menielaskan bentuk model bisnis yang dapat
diadopsi oleh panerintah dan pelaku swasta
di Kabupaten Pernalang dan tantangannya
dalmr rangka mencari bentuk kemitraan
yang efektif untuk mempercepat
implementiasi tuiuan MGDs.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pemalang mernpunyai sumber daya manusia
sebanyak 465 pegatrei, dengan komposisi
93 % berjenis kelamin laki{aki, dan 7 Yo

berienis perempuan. Namun, berdasarkan
jumlah pegawai yang merniliki iabatan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang No. 12 Tahun 2008 Tentang
$usunan Organisasi dan Tata f(eria Dinas
Daerah Kabupaten Pemalang sebanyak 26
orang yang rnerniliki jabdan sebagai kepala
dinas, kepala bidang, kepala seksi, dan
kepala unit. Jika berdasarkan golongsr,
dapat diketahui sebagian besar
golongan/pangkat pengawai adalah
golongan ll-A yaitu sebanyak 137 orang.
Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan
terakhir, pegawai Dinas Pekedaan Umum
Kabupaten Pemalang adalah lulusan $LTA.

Beberapa permasalahan yang timbul
dikalangan organisasi dan tata keria Dinas
Daerah lGbupaten Pmtalang darlam
pelaksanaan RPIJM Bidang Pekeriaan
Um um/Cipta Karya adalah:
1. Dalam pelaksanaan RPIJM Kabupaten

Pemalang, diperlukan adanya suatu
koordinasi antar berbagai sfakehdder
yang terkait. Salah satu penunjang
pelaksanaan RPIJM adalah hubungan
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baik dengan instangi lain baik dari
pemerintah maupun non penrerintah.
Perlunya koordinasi antiar berbagai pihak
ag€r dalam porencanaan prograrn sarana
dan prasarana tidak tedadi overlapping.

2. Berdasarkan uraian dingkat diatas,
eebagian besar pegawei Dinas Pekeriaan
Umurn lGbupaten Perrralang bergolongan
ll-A dengan tingkat pendidikan terakhir
yang dimiliki adalah SLTA. Hat ini
mernbuktikan bahwa masih rendahnya
surnber daya manusia yang dimiliki Dinas
Pekeria€ln Umum lGbupaten Psnalang.
Pdahal dalam pembangunan $arana dan
pnseraro, selain pengalanan yag dlmiliki
harus memiliki skill dasar pernbangunan
infrastrukur.

3. Belum adanya peraturan dan pedoman
yang mengatur pelaksanaan RPIJM
lGbupaten Pemdang sehingga
ditakutkan akan teriadi penyimpangan
antar perencanaan dengan
implernentiasinya.

4. Kelibatan peran serta masyarakat dapat
mernbantu Dinas Pekeriaan UmuTl
l(abupaten Pemalang dalanr
rnelaksanakan progratn -program RPI JM.
Usulan progrElm peningkatan

kelembagaan yang dapat diusulkan dalam
rangka meningkatkan kapasitas
kelernbagaan antara lain.r Perkuatan institusi untuk rnanajemen aset

dan monitoring & evaluasi infrastruktur
Cipta t(aryar Perlunya peningkatan keriasama antar
instansi baik instansi pemerintah maupun
non pemerintah.

r Peningkatan sumber daya manusia
melalui pelatihanaelatihan dan kursus.r Penambahan fasilitas penunjang kerja
Dinas Pekeriaan Urnum Kabupaten
Pemalang.

KESITPULAN

Rencana lnvestasi Penrbangunan
Jangka fVlengenah (RIPJM) bidang pU Cipta
Karya merupakan t suatu langkah
kornprehensif, terpadu dalam mewujudkan
tujuan pembangunan rnelanium (MDGs).
Beberapa kesimpulan yang ditemukan dalam
pengalaman penyusunan RIPJM di
Kabupaten Pemalang adalah sebagai:
1. RIPJI'I merupakan upaya pernbangunan

berbasis perencanaan investasi dibidang
PU Qptakarya. Singkronisasi dengan
pengemdalian pemanfaatan ruang
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mer{adi salah satu
keberhasilannya.

titik kunci

2. Kurrci pengueulan program progren
yang akan dituangkan datam RIPJM
dalah kecermatan dalarn memadukan
unsur unsur pendekatan perencanaan
baik yang bersifd teknis teknologis,
penggunaan pendekatan partisipatif
dalan menjaring aspirasi masyarakat
maupun pendekatan politis dengan
mengedapankan dialgogis dengan
legislatif.

3. Pelaksanaan program program dalanr
usalan RIPJM sangat dipengaruhi oleh
kondisi dan kemmrpuan keuangan
daerah serta kondisi dan kapasitas
kelembagaan daerah. Oleh sebab itu:
a. Usulan prograrn harus mengacu

pada permasalahan strategis sesuai
dengan prioritas

b. Pengembangan kapasitas
kelernbagaan menggunakan
pendekatan transparansi dan
akuntabel

4. RIPJM akan memuat program program
secara kornprehensif dalam pencapaian
tujuan MDGs bidang lingkungan.
Pelaksanaan secara bertahap tahun
demi tahun prograrn progrErn RIPJM
sebenamya merupakan tahapan
tahapan pencapaian tujuan MDGs
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